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Dokumentasi

Standar Pengendalian Mutu {("3SPM") No. 1 mengenai "Pengendalian Mutu bagi Kantor
Akuntan Publik yang Melaksanakan Perikatan Asurans {(audit, reviu, dan perikatan
asurans Lainnya) dan Perikatan Selain Asurans' harus dibaca dalam kaitannya
dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Publik yang ditetapkan oleh
Institut Akuntan Fublik Indonesia ("IAPI").
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Pendahuluan
Lingkup

1. 3PM ini mengatur tanggung jawab Kantor Akuntan Publik ("KAP") atas sistem
pengendalian mutu dalam melaksanakan perikatan asurans (Audit, Reviu, dan
Ferikatan Asurans Lainnya) dan perikatan selain asurans. SFM ini harus dibaca
dalam kaitannya dengan Standar Audit dan Kode Etik Profesi Akuntan Fublik
{"Kode Etik") yang ditetapkan oleh IAFI.

2. Standar profesi lainnya yang tercantum dalam standar profesi yang ditetapkan
oleh 1AFI mengatur standar dan pedoman tambahan mengenai tanggung jawab
personil KAP atas prosedur pengendalian mutu dala rikatan tertentu.

3. Suatu sistem pengendalian mutu terdiri dari
mencapai tujuan seperti yvang diuraikan dala
diperiukan untuk menerapkan dan memantau kep
tersebut.

n yang dirancang untuk
11 dan prosedur yang
terhadap kebijakan

Keterterapan

4. an perikatan ans (audit,

SPM ini berlaku hagi semua }
' : ns. Sifat dan

0o melakss

 Memutuskan 3
tujuan tersebut.

va hal-hal lain yang perlu dilakukan untuk mencapai

7. Ketentuan yang tercantum dalam SFM ini merupakan keharusan.

8. Jika diperlukan, materi penerapan dan penjelasan lainnya {lihat paragraf A1-ABS)
memberikan penjelasan lebih lanjut dan pedoman dalam melaksanakan ketentuan
tersebut, khususnya dalam:

= Menjelaskan maksud atau tujuan dari ketentuan tersebut secara lebih jelas.

s NMemberikan contoh kebijakan dan prosedur yang tepat untuk diterapkan
dalam kondisi tertentu.
Walaupun pedoman tersebut bukan merupakan sustu ketentuan vyang
diharuskan, pedoman tersebut tetap relevan dalam penerapan ketentuan SFM
secara tepat. Materi penerapan dan  penjelasan lainnya dapat juga

3
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memberikan informasi mengenai latar belakang dari hal-hal yang dibahas
dalam SPM ini.

5. Bagian definisi dari SFM ini memuat uraian mengenai arti dari istilah tertentu yang
digunakan dalam SFM ini. Uraian tersebut diberikan untuk membantu penerapan
dan interpretasi atas SPM ini secara konsisten, dan tidak dimaksudkan untuk
menggantikan definisi yang mungkin ditetapkan untuk keperluan lain, baik dalam
hidang hukum, peraturan, atau bidang lainnya.

Tanggal Efektif

10. KAP harus menetapkan suatu sisten pengendalian mutu yang isinya sesuai

dengan SFM ini paling lambat tanggal 1 Januari 201

Tujuan

. Tujuan KAFP dalam menetapkan dan memellhara
adalah untuk memberikan keyakinan meme

Definisi

12 lstilah dan penjela
brerikut:

pengendalian mutu

KAF dan personilnya mematul um dan
peraturan yang berlaku; dag

dalam SFM ini adalah sebagai

nggal lapora
ng diatur dala

an dalam laporan perikatan seperti,

n: Dokumentasi atas pekerjaan yang dilakukan,
. dan kesimpulan yang diperoleh oleh FPraktisi
rtas kerja").

prosedur,

an atau individu lain dalam KAF yang bertanggung
jawab atas agtan dan pelaksanaannya, serta kesimpulan vyang
dihasilkan. m hal laporan perikatan tidak ditandatangani oleh rekan
perikatan, maka rekan yang menandatangani laporan tersebut tetap harus
hertanggung jawab atas laporan  yang diterhitkan. Rekan vyang
menandatangani laporan tersebut harus memiliki izin praktik yang diperoleh
dari hadan pengatur.

Fenelaghan pengendalian mutu perikatan: Suatu proses yang dirancang
untuk memberikan evaluasi yang objeklif, pada atau sebelum tanggal
laporan perikatan, atas pertimbangan signifikan yang dibuat  oleh tim
perikatan dan kesimpulan yang dihasilkan dalam menyusun laporannya.
Froses penelaahan pengendalian mutu perikatan berlaku bagi audit atas
laporan keuangan Emiten dan perikatan lain, jika ada, yang berdasarkan
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s

pertimbangan KAF mengharuskan dilakukannya penelaahan pengendalian
mutu perikatan.

Fenelaah pengendalian mutu perikatan:  Seorang rekan atau individu
lainnya dalam KAF atau di luar KAP yang bukan merupakan bagian dari tim
perikatan, yang memiliki pengalaman dan wewenang yang tepat uniuk
mengevaluasi secara ohjektif pertimbangan signifikan yang dibuat oleh tim
perikatan dan kesimpulan vyang dihasilkan dalam menyusun laporan
perikatan.

Tim perkatan: Fersonil KAFP yang melaksanakan perikatan, serta setiap
individu (baik di dalam KAF maupun di luar KAP), selain tenaga ahli di luar
KAF, vang ditugaskan oleh KAFP atau Jaringan, KAF untuk melaksanakan
prosedur dalam perikatan tersebut.

KAF: Badan usaha yang memiliki
menyediakan jasa asurans dan jasa selain asu
dalam standar profesi, yang ds

persekutuan.

adan pengatur untuk
erti yang tercantum
rsgeorangan  atau

Inspeksi: Prosedur yang di : ai untuk
memperoleh bukti atas i i jakan dan
prosedur pengendalian

Emiten: Suatu entitas yang efekny
di bursa.

ekuitas atau efek hutang) tercatat

p o pertimbangan  dan
em pengendalian mutu KAF,
ejumlah perikatan yang telah
an keyakinan memadai bagi KAF
utu secara efektif.

Pemantauafs proses  yang
pengevaluas 2k elanjutan atas

55 yang bukan merupakan KAFP, tetapi berada dalam,
an dari suatu Jaringan. Entitas tersebut dapat berupa

timsama di antara entitas-entitas yang berada dalam
strukiur ters an secara jelas: (i) berbagi pendapatan atau beban: (ii)
memiliki ke ikan, pengendalian, atau manajemen bersama; (i) memiliki
kebijakan danh prosedur pengendalian mutu bersama; {iv) memiliki strateqi
bisnis bersama; {v) menggunakan nama merek (brand name) bersama:
atau {vi) berbagi sumber daya profesional secara signifikan.

Rekan: Seliap individu yang memiliki wewenang untuk melakukan perikatan
pemberian jasa profesional atas nama KAFP.

Fersonil: Seluruh rekan dan staf.

Standar profesi: Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh
I1AFL, termasuk Kode Etik.

Keyakinan memadai: tingkat keyakinan yang tinggi, tetapi tidak mutlak.
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fg) Ketentuan etika profesi yang berlaku: Ketentuan yang berlaku bagi tim
perikatan dan penelaah pengendalian mutu perikatan, yaitu Kode Etik,
kecuali bila prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur oleh
perundang-undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang
berlaku ternyata berbeda dari Kode Etik. Dalam kondisi tersebut, seluruh
prinsip dasar dan aturan etika profesi yang diatur dalam perundang-
undangan, ketentuan hukum, atau peraturan lainnya yang berlaku tersebut
wajibr dipatuhi, selain tetap mematuhi prinsip dasar dan aturan etika profesi
lainnya yang diatur dalam Kode Etik.

{r}  Staft tenaga profesional selain rekan, termasuk setiap tenaga ahli di luar
KAF yang dipekerjakan oleh KAF.

{s] Orang luar KAP dengan Kualifikasi yang
yang mempunyai kompetensi dan ke
rekan perikatan, misalnya rekan dari KAF
mempunyai pengalaman yang se i
vang anggotanya dapat melak

: Seseorang dari luar KAR
tuk bertindak sebagai
tau karyawan wyang
akuntansi profesi
iLl atas laporan

() Praktisi: setiap individuSe: A memberikan
jasa profesional yang meliputi 351t
yang tercantum dalam standar pro an kode etik profesi.

Ketentuan

Penerapan dan Kepa
13.  Setiap individu
pemeliharaan sis
mengenai selurub i

F harus memiliki pemahaman
Fenerapan dan penjelasan lainnya.

14, - entuan dalam SFM ini.

15, dirancang untuk memungkinkan KAF mencapai tujuan

untuk men
karena berag

ang ditetapkan dalam SFM ini. Mamun demikian,
isi yang ada dan tidak dapat diantisipasinya seluruh
kondisi tersebult, setiap KAP harus mempertimbangkan perlu tidaknya
menetapkan ke an tambahan selain yang ditentukan dalam SFM ini dalam
mencapai tujuan tersebut di atas.

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu

16. Setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu
yang mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

fa) Tanggung jawab kepemimpinan KAF atas mutu

(b  Ketentuan etika profesi yang berlaku.

fc)  Penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan
tertentu

{d)  Sumber daya manusia.
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{e) Pelaksanaan perikatan.
{fl  Pemantauan

17.  Seliap KAF harus mendokumentasikan kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu yang ditetapkan dan mengkomunikasikannya kepada personil KAP {lihat
paragraf A1)

Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu

18.  Seliap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
mendukung budaya internal yang mengakui  pentingnya  mutu dalam
melaksanakan suatu perikatan. Kehbijakan dan prosedur tersebut mengharuskan
pimpinan KAP sebagai pihak yang bertanggung jaswab atas muiu KAF secara
keseluruhan {lihat paragraf AZ-A3).

19, Seliap KAF harus menetapkan kebijakan
pihak yang menerima tanggung jawab operasiona
mutu dari pimpinan KAP memiliki peng
tepat, serta wewenang yvang diper
tersebut (lihat paragraf Ad).

r yang mengharuskan
istemn pengendalian
n yang cukup dan
anggung jawab

Ketentuan Etika Profesi yang Be

20. Setiap KAF harus menetapkan ke
memberikan keyakinan memadai ba
ketentuan etika profesi yang berlaku (lik

prosedur yang dirancang untuk
dan personilnya telah mematuhi
raf AS-AB).

ferede pondon si
1. rosedur yang dirancang untuk
AF dan personilnya, serta jika
ajibkan untuk mematuhi ketentuan
Jaringan  KAP), untuk menjaga

i dengan ketentuan elika profesi yang berlaku.
ebut harus memungkinkan KAP untuk:

entuan independensi kepada personil KAF dan,
pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi
ensi: dan

dan mengevaluasi Kkondisi dan hubungan wyang
ncaman terhadap independensi, serta melakukan tindakan
pencegahan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau
menguranginya ke tingkat yang dapat diterima, atau jika dipandang tepat,
mengundurkan diri dari perikatan selama tindakan tersebut diperkenankan
oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku (lihat paragraf AD).

22 Kebijakan dan prosedur tersebut harus mengatur hal-hal sebagai berikut:

fa) Sefliap rekan perikatan harus memberikan informasi yang relevan kepada
KAF mengenai perikatannya, termasuk lingkup perikatan, untuk
memungkinkan KAP mengevaluasi dampak perikatan tersebut secara
keseluruhan terhadap ketentuan independensi;
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23.

24,

25.

()  Setiap personil KAP harus segera memberitahukan kepada KAFP
mengenai kondisi dan hubungan yang dapat menciptakan ancaman
terhadap independensi, sehingga tindakan pencegahan yang tepat dapat
dilakukan; dan

fc)  informasi yang relevan harus dikumpulkan dan dikomunikasikan kepada
personil KAF yang tepat agar:

{il KAP dan personilnya dapat menentukan terpenuhi tidaknya ketentuan
independensi;

il KAP dapat memelihara dan memutakhirkan data yang terkait dengan
independensi; dan

fiiil KAP dapat mengambil tindakan pencegahan yang tepat atas
ancaman terhadap independensi yang tidak dapat dihilangkan atau
dikurangi ke tingkat yang dapat diterim at paragraf A9).

Setiap KAF harus menetapkan kehijakan d
memberikan keyakinan memadai bahwa

independensi dapat diketahui, dan up 2
tindakan pencegahan yang tepat g

yang dirancang untuk
n atas Ketentuan
KAFP menentukan
tersebut.

fa) Setiap personil KAF g ada KAF
mengenai setiap pelang i i etahuinya;

(b KAP segera mengomunikasik aran atas kebijakan dan prosedur
yang teridentifikasi kepada:

am KAP  {dan jika relevan,
ga diwajibkan untuk mematuhi
s melakukan tindakan yang tepat
tersebut: dan

individu yang dirujuk dalam paragraf 23(b){ii) segera
epada KAF mengenai tindakan yang akan dilakukan
gnggaran tersebut, agar KAF dapat menentukan

tertulis mengena uhan terhadap kebijakan dan prosedur independensi dari
personil KAP (i

Setiap KAP harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur hal-hal
sebagai berikut:

fa) Menetapkan kriteria untuk menentukan perlu tidaknya dilakukan tindakan
pencegahan untuk mengurangi ancaman kedekatan ke tingkat yang dapat
diterima ketika anggota tim perikatan yang senior yang sama telah
ditugaskan untuk waktu yang cukup lama dalam perikatan asurans: dan

()  Mengharuskan rotasi rekan perikatan, dan jika relevan, individu dalam
KAF yang bertanggung jawab atas penelaahan pengendalian mutu
perikatan, serda pihak lain yang juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan
rotasi, setelah melaksanakan perikatan selama suatu periode tertentu

=
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43

sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kode Etik (lihat paragraf A10-
A12).

Penerimaan dan Keberlanjutan Hubungan dengan Klien dan Perikatan Tertentu

28.

27

28.

KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam penerimaan dan
keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, yang dirancang
untuk memberikan keyakinan memadai babwa KAF hanya akan menerima atau
melanjutkan hubungan dengan klien dan perikatannya jika:

fa)  KAP memiliki kompetensi untuk melaksanakan perikatan dan memiliki
kemampuan, termasuk wakiu dan sumber daya, untuk melaksanakannya
{lihat paragraf A13);

(b KAF dapat mematuhi ketentuan etika profes| g berlaku:; dan

fc  KAP telah mempertimbangkan integri ien, dan tidak memiliki
informasi yang dapat mengarahkan k menyimpulkan tidak
memadainya integritas klien tersebut {lihat par 14-A15);

Kehijakan dan prosedur tersebut harus ment :

fal KAP harus memperoleh infafmas g di perlu sebelum
menerima perikatan dari sw@ll” ki i i angkan
keberlanjutan perikatan g . dam i angkan
penerimaan suatu jenis 2 3o el t paragraf
A1B); .

(b Jika KAP mengidentifikasi a8 . si benturan kepentingan dalam

penerimaan perikatan dar sua ler baru atau klien yang ada, maka

KAF harus menentukan tepat tidak penerima perikatan tersebut.

Jika isu . an klien atau perikatan telah

teridentifik@si; das mutu untuk menerima dan

melanjutka ] stiatu perikatan tertentu, maka

KAF harus m afa isu tersebut diselesaikan.
KAF harus mene k it ' psedur atas keberlanjutan suatu
' : untuk menangani suatu kondisi yang
glak perikatan seandainya informasi terkait
lebih awal. Keligkan dan prosedur tersebut harus mempertimbangkan
agai berlkut

al dan tanggung jawab hukum yang diterapkan
a, termasuk ada tidaknya ketentuan bagi KAF
pihak yang menugasi KAF, atau dalam kondisi
dan pengatur; dan

uk mengundurkan diri dari perikatan atau memutuskan

hubungan gan klien atau keduanya (lihat paragraf A17)

Sumber Daya Manusia

25

KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk

memberikan keyakinan memadai bahwa KAP memiliki jumlah personil yang

cukup dengan kompetensi, kemampuan, dan komitmen terhadap prinsip etika

profesi yang diperlukan untuk:

fal Melaksanakan perikatan sesuai dengan standar profesi, serta ketentuan
hukum dan peraturan yang berlaku:dan

(B Memungkinkan KAF atau rekan perikatan untuk menerbitkan laporan yang
tepat dengan kondisinya {lihat paragraf A18-A22);



Fomugasan Tim Porikatan

300 KAF harus melimpahkan tanggung jawab atas seliap perikatan kepada seorang
rekan perikatan dan harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengatur
hal-hal sebagai berikut:

fa) ldentitas dan peran dari rekan perikatan tersebut dikomunikasikan kepada
anggota manajemen kunci klien dan pihak klien yang bertanggung jawab
atas tata kelola:

()  Rekan perikatan memiliki kompetensi, kemampuan, dan wewenang yang
tepat untuk melaksanakan fungsinya: dan

fcy  Tanggung jawab sebagai rekan perikatan
dikomunikasikan kepada rekan perikatan

tapkan secara jelas dan
t {lihat paragraf A23);

31.  Seliap KAF juga harus menetapkan kebijakan dan
personil yang tepat dengan kompetsg
kemampuan untuk:

r untuk menugaskan

fal Melaksanakan perikatan s
hukum dan peraturan ys

lai dengan s
laku: dan

(b Memungkinkan KAF atau reke
sesuai dengan kondisinya (lihat

an  untuk mendukung konsistensi atas kualitas

33.  Kebijakan dan prosedur tanggung jawab penelaahan ditetapkan dengan dasar
kahwa pekerjaan anggota tim perikatan yang kurang berpengalaman ditelaah
oleh anggota tim perikatan yang lebih berpengalaman.

Konsitasi

34, Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang uniuk
memberikan keyakinan memadai bahwa:

fa) Konsultasi yang tepat telah dilakukan untuk hal-hal yang rumit dan
kontroversial:

10
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()  Tersedianya sumber daya vyang cukup untuk  memungkinkan
terlaksananya konsultasi yang tepat;

fcy  Sifat, lingkup, dan kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut
didokumentasikan dan disepakati oleh kedua belah pihak, baik personil
yang meminta konsultasi maupun personil yang dimintai konsultasi; dan

{d) Diterapkannya kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut {lihat
paragraf AZ3-A33).

Fonclaahan Pongondalian Mutu Porikatan

35 Untuk perikatan tertentu, setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur
vang mempersyaratkan  penelaahan  pengen mutu  perikatan  yang
menyediakan suatu evaluasi yang objeklif at imbangan signifikan yang
dibuat oleh tim perikatan dan kesimpulan ai dalam penyusunan
laporan. Kehijakan dan prosedur tersebut harus me :

fa) Keharusan suatu penelaahan p n untuk semua
historis
dievaluasi
engendalian

audit atau
ns atau jas:

(b Menetapkan kriteria di
lainnya dan perikatan

alas.

36.  Setliap KAFP har
waktu dan luas
prosedur tersebut

ndalian mutl. Kebijakan dan
doran perikatan tidak diberi tanggal
pengendalian mutu perikatan {lihat

AT - pkan kebuakan dan pmsedur yang mensyaratkan

penting dengan rekan perikatan;

{h)  Penelaa keuangan atau informasi hal pokok lain dan laporan
vang akan kan:

{c)  Penelaah tas dokumen perikatan tertentu yang berkaitan dengan

pertimbangan signifikan yang dibuat tim perikatan dan kesimpulan yang

dihasilkan: dan

{d) Ewaluasi atas kesimpulan yang dibuat dalam memformulasikan laporan
dan pertimbangan atas ketepatan laporan yang akan diterbitkan ({lihat
paragraf A37).

38, Untuk audit laporan keuangan Emiten, selain ketentuan dalam paragraf 37
tersebut di atas, kebijakan dan prosedur penelaahan pengendalian mutu
perikatan juga harus mencakup pertimbangan atas hal-hal sebagai berikut:

a valuasi tim perikatan atas independensi yang terkait dengan
Evaluasi i ik ind densi KAPR kait d
perikatan tertentu;

11
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()  Terjadi tidaknya konsultasi yang tepat atas hal-hal yang melibatkan
perbedaan pendapat atau hal-hal lain yvang rumit dan kontroversial, serta
kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut; dan

fc)  Tercermin tidaknya pekerjaan yang telah dilakukan dalam dokumentasi
yang dipilih untuk ditelaah yang terkait dengan pertimbangan signifikan,
serta terdukung tidaknya kesimpulan yang dihasilkan dalam dokumentasi
yang dipilih untuk ditelaah {lihat paragraf A38).

Kriteria atas Kelayakan Penelaah Fengendalian Mutu Perikatan

D

40.

41.

Do kumcitast Poncfaa

42,

Setiap KAF harus menetapkan kehbijakan dan prosedur untuk memilih penelaah
pengendalian mutu perikatan dan menetapkan kelayakannya yang mencakup:

fa)  Kualifikasi teknis yang dibutuhkan untuk
termasuk pengalaman dan wewenang
A3, dan
() Sejauh mana seorang penelaah pengenda
dimintai konsultasi tanpa memergaiishi, ohje

sanakan fungsi tersebut,
ibutuhkan (lihat paragraf

utu perikatan dapat
{lihat paragraf

A40).
Setiap KAF harus menetapkan ' i g untuk
menjaga ohjektivitas penelagl ] agraf Ad 1-
A2

Kehijakan dan prosedur KAFP ha
pengendalian mutu perikatan ketika ohje
melakukan suatupenelaahan.

mengatur penggantian  penelaah
asnya mungkin terpengaruh dalam

ggal laporan; dan
stahui adanya hal-hal yang belum terselesaikan yang
dapat an penelaah yakin bahwa terdapat pertimbangan
siginifikan
tidak tepat

Forbodaan Pondapat

43.

Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur dalam menghadapi dan
menyelesaikan perbedaan pendapat:

. dalam tim perikatan,
. antara tim perikatan dengan pihak yang memberikan konsultasi dan,

. jka relevan, antara rekan perikatan dengan penelaah pengendalian mutu
perikatan (lihat paragraf A43-A44).

12
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46

44 Kehijakan dan prosedur tersebut harus mensyaratkan bahwa:

fa) Keputusan yang dihasilkan telah didokumentasi dan dilaksanakan: dan
(b Laporan tidak diberi tanggal hingga hal yvang menjadi permasalahan telah
terselesaikan.

Dokumomtasi Porikatan

Fenyelesaian Fengarsipan Kertas Kerja Final dari Perikatan

45 Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur bagi tim perikatan untuk
menyelesaikan pengarsipan kertas kerja final dari perikatan secara tepat wakiu
setelah laporan perikatan diselesaikan. {lihat paragraf A45-A46).

Kerahasiaan, Keamanan Fenyimpanan, Inteqrit Keteraksesan, dan

Kepemerolehan Kembali Dokumentasi Ferikatan.

46.  Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan
menjaga kerahasiaan, keamanan penylmpa

dur yang dirancang untuk

Femeliharaan dan Penyimpanan Dokume

47, Setiap KAP harus menetapkan kek | liharaan dan
[ i [ ai untuk
ngan atau

Pemantauan

48 i .. | 5 AUan yang dirancang untuk

gwan dan memadai, serta berjalan
arus:

mutu KAPR, termasuk inspeksi yang dilakukan secara
g-kurangnya satu perikatan yang telah selesai untuk

o jawab atas proses pemantauan hanya kKepada

lain di dalam KAF atau di luar KAP vang memiliki

pengalamar wewenang yang cukup dan tepat; dan

fc)  Mensyaratkan tidak boleh terlibatnya mereka yang melaksanakan
perikatan atau menelaah pengendalian mutu perikatan dalam inspeksi
perikatan (lihat paragraf A5 — AS9).

Fongovaluasian, Pongomunikasian, dan Ponanganan Dotisionsi vang Toridomiififea si

49 Setiap KAF harus mengevaluasi dampak dari defisiensi yang ditemukan ketika
melakukan proses pemantauan, dan menentukan apakah defisiensi tersebut
merupakan salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

fa) Situasi yang belum tentu mengindikasikan bahwa sistem pengendalian
mutu KAP tidak memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
KAF telah mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan

1=
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s0.

1.

52.

53.

peraturan yang berlaku, serta bahwa laporan perikatan telah diterhitkan
oleh KAF atau rekan perikatan sesuai dengan kondisinya; atau

(b  Defisiensi yang sistemis atau berulang, atau defisiensi signifikan lainnya,
vang segera memerlukan tindakan perbaikan.

Setiap KAF harus mengomunikasikan defisiensi yang ditemukan dari proses
pemantauan beserta rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang tepat kepada
rekan perikatan dan individu lain yang tepat dalam KAF (lihat paragraf ABD).

Rekomendasi untuk tindakan perbaikan yang tepat atas defisiensi yang
ditemukan harus mencakup satu atau lebih hal-hal sebagai berikut:

fal Melakukan tindakan perbaikan yang tepa
personil KAF:

(k) Mengomunikasikan temuan kepada pih
pelatihan dan pengembangan profesio

terhadap perikatan atau

bertanggung jawab atas

tidak mematuhi
kehijakan dan prosedur KAF, te 2} annya bherulang
kali. i

Setiap KAF harus menetapkaf i ang untuk
menangani hasil prosed 2Man 2

prosedur yang diabaikan ketika perikatan Betlangsung. Kebijakan dan prosedur
tersebut mengharuskan KAF untuk mene g tindakan selanjutnya yang tepat
untuk mematuhigdsia - ; dkum dan peraturan yang
berlaku, serta emperoleh pertimbangan
hukum.

k sefiap KAF  harus
munikasikan stemn pengendalian mutunya kepada
perlkatan dan gidalam KAFP, termasuk rekan pimpinan.
asi tersebut s dilakukan secara memadai agar KAP dan individu-
engambil tindakan yang diperlukan secara tepat dan
i dan tanggung jawabnya. Informasi vyang
up hal-hal sebagai berikut:

engenai prosedur pemantauan yang dilaksanakan.

dihasilkan dari prosedur pemantauan.

fc)  Jika relev deskripsi atas defisiensi yang sistemis, berulang, atau
signifikan lainnya, serta deskripsi atas tindakan yang diambil untuk
menyelesaikan atau menanggulangi defisiensi tersebut.

Untuk tujuan konsistensi, beberapa KAP yang merupakan bagian dari suatu
Jaringan dapat menerapkan prosedur pemantauan yang seragam. Jika hal
tersebut dilakukan dan KAP mengandalkan sistem pemantauan tersebut, maka
kebrijakan dan prosedur KAP harus dipastikan kesesuaiannya dengan SPM ini
dan mencakup hal-hal sebagai berikut:

fa) Sekurang-kurangnya sekali dalam setahun, Jaringan mengomunikasikan
lingkup, luas, dan hasil secara keseluruhan dari prosedur pemantauan
kepada individu yang tepat dalam KAF dan/atau Jaringan KAF: dan

14
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(k) Jaringan mengomunikasikan defisiensi yang teridentifikasi dalam sistem
pengendalian mutu dengan segera kepada individu yang tepat dalam KAF
danfatau Jaringan KAF, sehingga tindakan yang tepat dapat dilakukan.

Agar para rekan perikatan yang berada dalam Jaringan tersebut dapat
mengandalkan hasil proses pemantauan yang diterapkan dalam Jaringan
tersebut, kecuali jika KAF atau Jaringan tersebut menyatakan lain.

kofuhan dan Dugaan (Allcgations)

55 Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk
memberikan keyakinan memadai bahwa KAP telah menangani secara tepat hal-
hal sebagai berikut:

dalam mematuhi standar
ng berlaku; dan
endalian mutu KAP.

fal Keluhan dan dugaan mengenai kegagalan
profesi, serta ketentuan hukum dan perat
{b)  Dugaan atas ketidakpatuhan terhadap

Sebagai bagian dari proses tersebut,
vang |elas bagi personil KAF un

netapkan saluran
yvang menjadi
gikan dirinya

56. Ketika dilakukan investigasiFalas 2 i n terjadinya

pengendalian mutu KAP, atau keti han terhadap sistem pengendalian
keberapa individu, KAF harus
melakukan tindakas liaikai dalam paragraf 51 {lihat

Dokumentasi
57. KAF harusSime
annya doku : ehragai bukti telah dilaksanakannya

58.
dokumen selama suatu periode tertentu, sesuai
dengan sta i 4erta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,
untuk  memu dividu dalam KAF vang bertanggung jawab atas
pemantauan mengevaluasi kepatuhan KAF terhadap
sistern pengend mutunya.
59 Setiap KAF harus menetapkan kebijakan dan prosedur yang mengharuskan
dilakukannya dokumentasi atas keluhan dan dugaan, serta respons yang terkait.

15
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Materi Penerapan dan Penjelasan Lainnya

Penerapan dan Kepatuhan terhadap Ketentuan yang Berlaku

Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Mutu { lihat paragraf 17)

Al

Tanggung Jawab Kepemimpinan KAP atas Mutu

A

Dukungan Budaya internal Torhadayn Mutudh

Fada umumnya, komunikasi atas kehijakan dan prosedur pengendalian mutu
kepada personil KAP mencakup suatu penjelasan mengenai Kebijakan dan
prosedur pengendalian mutu dan tujuan yang ingin dicapai dari rancangan
kebrijakan dan prosedur tersebut, serta suatu pesan bahwa setiap individu dalam
KAF memiliki tanggung jawab pribadi atas mutu pekerjaannya dan diharapkan
untuk mematuhi kebijakan dan prosedur tersebut. Dorongan kepada setiap
personil KAF untuk mengomunikasikan pendapat algu perhatiannya mengenai
hal-hal yang terkait dengan pengendalian mutu njukkan pentingnya untuk
mendapatkan masukan atas sistem pengendal] KAP.

signifikan budaya internal KA&F vang
herorientasi pada mutu beg ‘ [ ang jelas,
konsisten, dan berulang seti [ KAF  vang
menekankan kebijakan dan prosedt Ilan mutu KAP, serta keharusan

untuk:

(a)

IBchadap standar profesi, serla

suatu budaya yang mengakui dan
as tinggi. Tindakan dan pesan ini dapat
. tetapi tid terbhatas pada, pelatihan, seminar,
maupun informal, pernyataan misi, surat edaran, atau
] Tlndakan dan pesan tersebut dapat dicakup di dalam
atihan KAF, serta prosedur penilaian rekan dan
mendukung dan menguatkan pandangan KAF
terhadap p tas KAF dan bagaimana, secara praktis, dapat
dicapai.

Satu hal yang ing dalam mendukung budaya internal yang berorientasi
pada mutu memerlukan kepemimpinan KAP yang mengakui bahwa strategi
hisnis KAP sangat ditentukan oleh komitmen KAF vang tinggi untuk mencapai
muty  yang diharapkan dalam setiap perikatan yang dilaksanakannya.
Dukungan atas budaya internal tersebut mencakup:

fa) Penetapan kebijakan dan prosedur yang mengatur evaluasi atas kinerja,
kompensasi, dan promosi (termasuk sistem insentifl personil KAPF, dalam
rangka menunjukkan komitmen KAF yang tinggi terhadap mutu;

(k)  Menentukan tanggung jawab manajemen vyang tepat agar seliap
pertimbangan komersil tidak mengesampingkan mutu pekerjaan yang
dilaksanakan: dan

15
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fc)  Penyediaan sumber daya vyang memada untuk pengembangan,
dokumentasi, dan dukungan atas kebijakan dan prosedur pengendalian
mutu.

Folimpathan Tangoung Jawab Opcrasional atas Sistorm Pongondalian Muty KAFP

{lihat Paragraf 19).

A4 Pengalaman dan kemampuan yang cukup dan tepat memungkinkan seorang
atau beberapa orang yang bertanggung jawab atas sistem pengendalian mutu
KAF untuk mengidentifikasi dan memahami isu-isu pengendalian mutu dan
untuk mengembangkan kehijakan dan prosedur yang tepat. Kewenangan yang
cukup memungkinkan individu dalam KAP tersebut untuk menerapkan kehijakan
dan prosedur pengendalian mutu.

Ketentuan Etika Profesi yang Berlaku

kopatuftan torhadap Kotomtuan Etika Profost vang
A5 Kode Etik menetapkan lima prinsip-prinsip dasar eli

fa) Integritas

() Ohjektivitas

fc) Kompetensi serta kecerma
{d) Kerahasiaan; dan

{e) Perilaku professional

AB. Bagian B dari Kode Etik memberika asi mengenai penerapan kerangka

k natuhan pada prinsip dasar
elika profesi, se 8l ketika pencegahan untuk

mengatasi anca

AT

Definisi KAP, Jari
A8 Definisi KAF,
sesuai dengan d

Jaringan ({lihat paragraf 20-25).
AF, dan Jaringan yang tercantum dalam SFM ini telah
yang tercantum dalam Kode Etik.

Konfirmasi Tertulis Sehubungan Dengan Independensi Personil KAP (lihat paragraf

24

A% Konfirmasi tertulis dapat berupa bentuk kertas ataupun elektronik. Dengan
memperoleh konfirmasi tersebut dan mengambil tindakan yang tepat atas
informasi yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan, KAFP menunjukkan
pentingnya independensi dan mengomunikasikan isu tersebut kepada stafnya.

Ancaman Kedekatan (lihat paragraf 25).

A10. Kode Etik juga membahas ancaman kedekatan yang mungkin disebabkan oleh
penugasan staf senior yang sama dalam suatu perikatan asurans selama suatu
periode yang cukup lama dan membahas pencegahan yang tepat dalam
menanggap ancaman tersebut.

17
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A11. Penentuan Kkriteria yang tepat untuk menghadapi ancaman kedekatan dapat
mencakup hal-hal sebagai berikut :

. Sifat perikatan, termasuk seberapa lugs perikatan tersebut melibatkan
kepentingan publik; dan
. Lamanya penugasan staf senior tersebut dalam perikatan

Contoh pencegahan dalam hal ini adalah rotasi staf senior atau keharusan
melaksanakan penelaahan pengendalian mutu  perikatan  atas  perikatan
tersebut.

A12. Ancaman kedekatan sangat relevan dalam konie
Oleh karena itu, rotasi rekan audit kunci d
keuangan sangat diperlukan. Secara khusus
Emiten, Kode Etk mensyaratkan adanya

audit laporan keuangan.
perikatan audit laporan
audit laporan keuangan
n audit kunci setelah

dan peraturan yang berlaku.
Penerimaan dan Keberlanjutan Hubupg
Fomportonsi Kormampuan dan Sy

A13. Pertimbangan dimiliki tidak mpuan dan herdaya oleh
KAF untuk melaksanakan perlkata ien baru maupun Klien yang ada

melibatkan penelaahan terhadap kel® 1 tertentu atas perikatan tersebut |
serta profil rekan dan staf pada setiapifingkat yang relevan, dan mencakup
apakah:

. Fersonil KA : 5 dar industri dan hal pokok;

. Fersonil KA
taupun pel

gan ketentuan dari peraturan
kemampuan untuk memperoleh
Flukan secara efektif:

memadai dengan kompetensi dan

g memenuhi kriteria dan  ketentuan  untuk
pengendalian mutu  perikatan, apabila

Integritas Kiicn (lihat :
A1d. Sehubungan dengan integritas klien, berikut ini adalah contoh atas hal-hal yang
perlu dipertimbangkan:

» Reputasi pribadi dan bisnis dari pemilik utama, manajemen kunci dan
pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien.

s Sifat operasi klien, termasuk praktik bisnisnya.

* Informasi yang berhubungan dengan perilaku pemilik utama, manajemen
kunci dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola klien terhadap
hal-hal tertentu seperti interpretasi yang agresif terhadap standar
akuntansi dan lingkungan pengendalian internal.

= Apakah klien secara agresif berusaha menekan jasa profesional KAP
serendah mungkin.

s Indikasi terjadinya pembatasan lingkup pekerjaan yang tidak wajar.

18
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s [Indikasi bahwa klien mungkin terlibat dalam pencucian uang atau aktivitas
kriminal lainnya.

*  Alasan penunjukan KAF dan penggantian KAF sebelumnya.

= |dentitas dan reputasi bisnis dari pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa.

Seberapa luas pengetahuan yang akan dimiliki KAP sehubungan dengan
integritas klien secara umum akan meningkat seiring dengan betjalannya
hubungan dengan klien tersebut.

A15. Sumber informasi atas hal-hal tersebut diperoleh KAF melalui:
= Komunikasi dengan pemberi jasa akuntansi profesional kepada klien, baik
yang sekarang maupun terdahulu, sesuai demgan ketentuan etika yang
krerlaku, dan diskusi dengan pihak ketiga |aj
s Meminta keterangan dari personil KA

tau pihak ketiga lainnya
*  Pencarian latar belakang melalui berbagai sum

kohorlanjutan Hubungan dongan Kiicn (i

A16. Keputusan untuk melanjutkan huk kangan

contoh, klien tertentu  mungki 3 z mengembangkan operasi
bisnisnya ke dalam area di mana KA ; amiliki keahlian yang dibutuhkan.
Fengunduran divi (ihat paragraf 28).

A17. Kebijakan dan {2
(i} perikatan dan

ari: (i) suatu perikatan, atau
i isu-isu sebagai berikut :

kelola mengenai langkah apa yang
gkta dan kondisi yang relevan.

an untuk mengundurkan diri dari: {i} suatu perikatan,
ubungan dengan klien, maka KAF membahas

apakah terdapat ketentuan profesional, legal ataupun

ngharuskan KAP untuk tidak mengundurkan diri, atau
kewajiban untuk melaporkan pengunduran diri dari: (i) suatu
perikatan, €@tau (i) perikatan dan hubungan dengan klien, berserta
alasannya, kepada oloritas yang berwenang.

. Mendokumentasikan hal-hal yang signifikan, konsultasi, kesimpulan dan
dasar untuk menghasilkan kesimpulan.

peraturan

Sumber Daya Manusia (lihat paragraf 29).

AT18. Isu-isu personil yang relevan dengan kebijakan dan prosedur KAP yang
kerhubungan dengan sumber daya manusia mencakup:

. Rekrutmen
. Evaluasi kinerja
. Kemampuan, termasuk wakiu pelaksanaan penugasan

15



v IRV ) IR W R R WU W

A1D.

. Kompetensi dari personil

Kompeten si
Fengembangan karir
Fromosi

Kompensasi

Estimasi kebutuhan personil

Froses dan prosedur rekrutmen yang efektif membantu KAF memilih individu
vang memiliki kapasitas untuk mengembangkan kompetensi dan kemampuan
vang diperlukan dalam melaksanakan pekerjaan dan memiliki karakteristik yang
tepat untuk dapat bekerja secara kompeten.

Kompetensi dapat dikembangkan melalui berbagai metode, yang mencakup:

Fendidikan professional
Fengembangan profesional berkelanjut
Fengalaman kerja.

Bimhbingan oleh staf yang lehih berp
tim perikatan lainnya.

. Fendidikan mengenai indepes
independen.

ang tepat sefingga personil
kemampuannya. Kebijakan dan
nya diadakan pelatihan vyang
AP, dan menyediakan sumber

aier memungkinkan personil
ompetensi dan kemampuan

profesional yang berkelanjutan
tersebut dapat memelihara pengels
prosedur  yang  efektif menekanka
berkelanjutan untuk seluruh tingkatan pe
glatinan yang diperl

g KAF wang memenuhi kualifikasi,
dari dalam KAFP tidak tersedia.

5, kompensasi dan promosi menunjukkan pengakuan
mhangan dan pemeliharaan kompetensi dan
a profesi. Langkah-langkah yang dapat diambil
angkan dan memelihara kompetensi dan komitmen
terhadap prin B& mencakup:

. Memberika mahaman kepada personil KAF mengenai harapan KAF

an prinsip etika profesi;

. Memberikan penilaian dan konseling kepada personil KAF atas kinerja,
peningkatan kompetensi, dan pengembangan karir: dan

. Membantu personil KAFP dalam memahami bahwa kenaikan jabatan
dengan tanggung jawab yang lebih besar bergantung pada, antara lain,
kualitas kinerja dan kepatuhan terhadap prinsip etika profesi. Kegagalan
dalam mematuhi kehbijakan dan prosedur KAFP  tersebut dapat
mengakibatkan sanksi indisipliner.
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Fomugasan Tim Porikatan

Rekan Ferikatan {lihat paragraf 30).

A3

Kehijakan dan prosedur dapat mencakup sistem untuk memantau beban kerja
dan ketersediaan wakiu rekan perikatan sehingga memungkinkan setiap rekan
perikatan memiliki waktu yang cukup untuk melaksanakan tanggung jawabnya.

Tim Perikatan {lihat paragraf 31).

A2

ADEG.

Fenugasan tim perikatan dan penentuan tingkat penyeliaan yang diperlukan
mencakup pertimbangan terhadap hal-hal di bawah ini:

. Femahaman dan pengalaman atas perikatan dengan sifat dan kerumitan
yang serupa melalui pelatihan dan partisipasi yang tepat;

. Femahaman atas standar profesi, serta k uan hukum dan peraturan
yang berlaku.

. Fengetahuan dan keahlian teknis, ter
informasi yang relevan.

. Fengetahuan atas industri klien

. Kemampuan dalam mengguna

etahuan atas teknologi

Hal ini sering dicapai melalui
G4 nak atau bentuk lain dari
dokumentasi ya istands [ duan industr atau materi
panduan khusus '

engenai tujua
roses yang te

terkini.

Kerjasama dan pelatihan yang tepat membantu anggota yang kurang
berpengalaman dalam tim perikatan untuk memahami tujuan dari penugasan.

Fomyeldiaan (lihat paragraf 32 (b)),
AZ7. Penyeliaan perikatan mencakup hal-hal sebagai berikut:

. Femantauan terhadap kemajuan suatu perikatan;

. Fertimbangan kompetensi dan kemampuan dar masing-masing anggota
tim perikatan, apakah mereka memilki wakiu yang cukup untuk
melaksanakan penugasan, apakah merska memahami perintah dan

21



v I o) B ) R =R NN N

S|

10
11
12
13
14
15
16
17
12
15
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
3
32
33

35
36
37
38
35
40
41
42
43

45
46
47
48
49
50
1
54
53

apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan pendekatan  yang
direncanakan dalam perikatan;

. Menanggapi hal-hal yang signifikan yang timbul selama berlangsungnya
perikatan  dengan  mempertimbangkan  signifikasi  dan  modifikasi
pendekatan yang direncanakan dengan tepat; dan

. Mengidentifikasi hal-hal vyang memerlukan konsultasi dengan atau
pertimbangan dari anggota tim perikatan yang |ebih berpengalaman
selama berlangsungnya perikatan.

Foncfaahan (lihat paragraf 32 {c)
AZE. Suatu penelaahan mencakup pertimbangan atas:

. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan deng
ketentuan hukum dan peraturan yang berla

. Identifikasi atas hal-hal yang signifikan u imbangan selanjutnya;

. Konsultasi yang tepat telah dilakukan ulan yang dihasilkan

telah didokumentasikan dan diterapkan.

standar profesi, serta

A30. B davaoenelitian yang tepat, pengalaman
- Konsultasi membantu KAP dalam
penerapan perlimbangan profesional.
asi dalam Kkebijakan dan prosedur
terciptanya budaya yang mengakui

mendukung
altk, kekuatan dan mendorong personil KAF untuk
melaku al yang rumit atau kontroversial.

A31. Konsultasi v
dalam KAF, g
dikonsultasikan:

relevan, di luar KAF, dapat dicapai jika pihak yang

. diberikan seluruh fakta yang relevan yang memungkinkan mereka untuk
memberikan saran yang diperlukan ; dan

. memiliki pengetahuan, senioritas, dan pengalaman yang tepat

dan ketika kesimpulan yang dihasilkan dari konsultasi tersebut didokumentasikan dan
diterapkan dengan tepat.

A3ZZ. Dokumentasi yang cukup lengkap dan terperinci atas konsultasi dengan
profesional lainnya mengenai hal-hal yang rumit atau kontroversial dapat
membantu pemahaman atas:

. Isu yang mendasari dilakukannya konsultasi, dan
22
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. Hasil dari konsultasi yang dilakukan, termasuk setiap keputusan yang
dihasilkan, serta dasar dari keputusan tersebut dan penerapannya.

A33. Suatu KAF yang memerlukan konsultasi dengan pihak di luar KAP, sebagai
contoh, KAF yang tidak memiliki sumber daya internal yang tepat untuk
berkonsultasi, dapat mengambil manfaat dari jasa advisory yang disediakan
oleh:

. KAF lain;

. Organisasi profesi di luar akuntan publik dan badan pengatur; atau

. Organisasi komersil yang menyediakan jasa pengendalian mutu yang
relevan.

tersebut, KAF  harus
vedia jasa di luar KAP
tepat oleh penyedia

Sebelum  melakukan perikatan  untuk
mempertimbangan kompetensi dan kemamp
tersebut untuk menentukan dimiliki tidaknya kualifika
jasa tersebut.

Fonolaahan Pongondalian Mutu Porilaa

Kriteria untuk Fenelaahan Fengena utu Ferika lihat paragra
A34. Kriteria untuk menentukan Teriks 5 atan audit lafran keuangan
Emiten, yang memerlukan penelaa 2 dalian mutu perikatan mencakup

antara |ain:

Sifat

an perikatan tidak dilakukan hingga penelaahan
diselesaikan. Mamun demikian, dokumentasi atas
penelaahan mutu perikatan dapat diselesaiakan setelah tanggal

laporan tersebu

AZ6. Pelaksanaan p aahan pengendalian mutu perikatan secara tepat waktu dan
prada tahapan yang tepat selama perikatan berlangsung memungkinkan hal-hal
vang signifikan dapat diselesaikan secara tepat wakiu dan memuaskan
penelaah pengendalian mutu perikatan pada tanggal atau sebelum tanggal
laporan.

A37. Luasnya penelaahan pengendalian mutu perikatan bergantung pada antara lain
kerumitan perikatan, apakah entitas yang menjadi objek perikatan merupakan
Emiten, dan risiko bahwa laporan yang diterbitkan mungkin tidak tepat.
Felaksanaan penelaahan pengendalian mutu perikatan tidak mengurangi
tanggung jawab rekan perikatan.
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Fenelaahan FPengendalian Mutu Ferikatan atas Emiten (lihat paragraf 38)

A38. Hal lain yang relevan untuk mengevaluasi pertimbangan signifikan yang
dilakukan oleh tim perikatan yang dapat dipertimbangkan dalam penelaahan
pengendalian mutu perikatan atas audit laporan keuangan Emiten mencakup:

. Risiko signifikan yang diidentifikasi selama perikatan berlangsung dan
tindakan pencegahan yang terkait.

. Fertimbangan wyang dilakukan, khususnya yang berhubungan dengan
materialitas dan risiko signifikan.

. Signifikansi dan sifat dari kesalahan penyajian, baik yang dikoreksi
maupun yang tidak dikoreksi, yang ditemukan selama berlangsungnya
perikatan.

. Hal-hal wang dikomunikasikan Kepada m
kertanggung jawab atas tata kelola dan, ji
kradan pengatur.

jemen dan pihak vyang
relevan, pihak lain seperti

Hal-hal tersebut di atas, tergantung dari kondisinya,
penelaahan pengendalian mutu perika
lainnya, perikatan reviu laporan ke
terkait lainnya.

in juga berlaku dalam
keuangan entitas
rans-dan-jasa-

kritcria atas Kolayakan Ponclaah &

Kemampuan Teknis, Fengala dan Wewenang yang
Cukup dan Tepat (lihat paragraf 33{al
A39. Kecukupan dan kelayakan kemampua . pengalaman, dan wewenang
graonil yang bertanggung
. laporan keuangan Emiten
kemungkinan be? pengalaman dan wewenang

vang cukup dan 18 - berpesgn sebdagai rekan perikatan dalam audit

atan, sebagai contoh, pertimbangan  yang
flan dapat diterima oleh penelaah pengendalian
ael tersebut akan menghindari terjadinya perbedaan
akhir dari perikatan dan ftidak mengakibatkan
terpengaruhinya aah pengendalian mutu dalam melaksanakan tugasnya.
ketika sifat da s konsultasi menjadi signifikan, objektivitas dari penelaah
pengendalian mutu perikatan dapat terpengaruh, kecuali jika ada tindakan yang
dilakukan oleh tim perikatan dan personil tersebut untuk mempertahankan
ohjektivitas dari personil tersebut. Jika hal ini tidak dimungkinkan, personil
lainnya dalam KAF atau personil lain di luar KAF yang memenuhi ketentuan,
dapat ditunjuk untuk melaksanakan peran sebagai penelaah pengendalian mutu
atau sebagai personil yang dikonsultasikan dalam perikatan.

pendapat

Objektivitas dari Penelaah Pengendalian Mutu Ferikatan {lihat paragraf 40).

Ad1. Setiap KAP disyaratkan untuk menetapkan kebijakan dan prosedur yang
dirancang untuk memelihara ohjektivitas dari penelaah pengendalian mutu
perikatan. Oleh karena itu, kebijakan dan prosedur tersebut mengatur hal-hal di
Rawah ini yang terkait dengan penelaah pengendalian mutu perikatan:
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. Fersonil tersebut sedapat mungkin tidak ditunjuk oleh rekan perikatan.

. Fersonil tersebut tidak terlibat dalam pelaksanaan perikatan selama
periode penelaahan.

. Fersonil tersebut tidak membuat keputusan untuk tim perikatan: dan

. Tidak terdapat hal-hal lain yvang dapat mengancam ohjektivitas dari
personil tersebut

Ad2. Suatu KAF yang hanya memiliki jumlah rekan yang terbatas, tidak praktis jika
rekan perikatan tidak terlibat dalam penunjukan penelaah pengendalian mutu
perikatan. Individu dari luar KAF yang memenuhi ketentuan dapat ditunjuk oleh
KAF vyang hanya memiliki satu rekan jika KAP tersebut mengidentifikasi
diperlukannya penelaahan pengendalian mutu atas suatu perikatan. sebagai
alternatif, KAP tersebut dapat menggunakan KAF lainnya untuk melaksanakan
penelaahan pengendalian mutu. Jika KAF terse enunjuk individu dari luar
KAF vang memenuhi ketentuan, maka kete lam paragraf 3241 dan
panduan dalam paragraf A4 7-48 berlaku.

Forbodaan Pondapat (That paragraf 43)
243 Prosedur yang efektif mendukung ja : S endapat pada

tahap awal, memberikan pand harus
dilaksanakan selanjutnya, dan ian atas
perbedaan tersebut dan pels i
Ad4. Prosedur untuk menyelesaikan peri _ ebut dapat mencakup konsultasi
dengan praktisi atau KAF lainnya ata h profesi atau badan pengatur.
Dokimncitasi Forikata
Fenyelesaian Fengars B K ' atan (lihat paragraf 45).
A48 Undang-undang d ] atur batas wakiu penyampaian

Wperaturan, paragraf 45 mensyaratkan
ang diperlukan untuk menyelesaikan
inal dari suatu perikatan secara tepat wakiu. Sebagai
perikatan audit pada umumnya tidak lebih dari 60

AAB. an yang berbeda diterbitkan untuk informasi Keuangan
yang sama p h entitas, kebijakan dan prosedur KAFP sehubungan
dengan batas w untuk menyusun Kertas kerja final dari suatu perikatan
mengatur seolahgdlah setiap laporan diterhitkan untuk perikatan yang berbeda.
Sebagai contoh, hal ini mungkin terjadi dalam kasus dimana KAF menerhitkan
laporan auditor independen atas informasi keuangan suatu komponen untuk
tujuan konsolidasi grup dan pada tanggal yang berbeda di kemudian hari KAF
menehitkan laporan auditor independen untuk tujuan memenuhi Ketentuan
statutory.

Kerahasiaan, Keamanan Fenyimpanan, Integritas, Keteraksesan, dan

Kepemerolehan Kembali Dokumentasi Perikatan (lihat paragraf 48).

247 Ketentuan etika yang berlaku mewajibkan setiap personil KAR untuk menjaga
kerahasiaan informasi yang terdapat dalam dokumen perikatan setiap saat,
kecuali jika wewenang tertentu dari klien telah diperoleh untuk mengungkapkan
informasi tersebut, atau jika terdapat kewajiban hukum atau profesi untuk
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A48,

A4D.

A50.

mengungkapkannya. Undang-Undang atau  peraturan  khusus  mungkin
mewajibkan personil KAP untuk menjaga kerahasiaan klien, khususnya untuk
data yvang bersifat pribadi.

Terlepas dari bentuk dokumentasi perikatan {media kertas, elekironik atau
media lainnya), intregritas, keteraksesan atau kepemerolehan kembali atas data
vang mendasar perikatan dapat terganggu jika dokumentasi tersebut dapat
diubah, ditambah, atau dihapus tanpa sepengetahuan KAP, atau jika
dokumentasi tersebut hilang atau rusak secara permanen. Oleh karena itu, KAF
harus merancang dan menerapkan suatu pengendalian untuk menghindari
terjadinya pengubahan, penambahan, atau penghapusan  dokumentasi
perikatan, yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

. Memungkinkan penentuan Kapan dan ole
dibuat, diubah, atau ditelaah:

. Menjaga integritas dari informasi pada
ketika informasi tersebut dlgunakan bersam
dikirmkan kepada pihak lain mela

pa dokumentasi perikatan

an perikatan, terutama
tim perikatan atau

intregritas, keteraksesan atau kep
mencakup:

- 3 ' ikatan untuk membatasi

pihak yang
. Felaksanaa
ama berlangsungnya perikatan.
distribusikan  dokumentasi perikatan
da anggota WM perikatan ketika dimulainya perikatan,
gelama perikatan, serta mengumpulkan  dan
hir perikatan.

m membatasi akses atas, serta memungkinkan

Untuk kepraktisa okumentasi dalam bentuk kertas dapat dipindai secara
elektronik dan jadi bagian dari kertas kerja perikatan. Dalam kasus tersebut,
prosedur KAP wang dirancang untuk menjaga integritas, keteraksesan dan
kepemerolehan kembali atas dokumentasi tersebut mencakup Keharusan tim
perikatan untuk:

. Menghasilkan dokumen elektronik dari proses pemindaian tersebut yang
mencakup keseluruhan isi dari dokumen dalam bentuk Kertas, termasuk
tanda tangan, rujuk silang {cross-references) dan anotasi secara manual.

. Mengintegrasikan dokumen elekironik dari proses pemindaian tersebut
dalam kerias ketja perikatan, termasuk pemberian indeks dan signing off
jika diperlukan: dan
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AS3. Prosedur yang diterapkan oleh

Kepemilikan Dokum
A4, Kecuali jika diten

. Memungkinkan dokumen elektronik dari proses pemindaian diperoleh
kembali dan dicetak jika diperlukan.

Kemungkinan terdapat undang-undang, peraturan atau alasan lainnya untuk
tetap menyimpan dokumen yang dipindai.

Femeliharaan dan Penyimpanan Dokumentasi Ferikatan {lihat paragraf 47).
AS1. Kebutuhan KAP untuk menyimpan dokumentasi perikatan, dan jangka wakiu

penyimpanan tergantung dari sifat perikatan dan kondisi KAP, sebagal contoh,
diperlukan atau tidaknya dokumentasi perikatan untuk memelihara catatan atas
hal-hal signifikan yang akan dibutuhkan dalam perikatan berikutnya. Jangka
wakiu penyimpanan mungkin juga bergantung pada beberapa faktor, seperti
ada tidaknya undang-undang atau peraturan yang, mengatur secara khusus
jangka wakiu penyimpanan untuk jenis perikat rtentu, atau ada tidaknya
jangka waktu penyimpanan yang diterima se um dalam yurisdiksi jika
tidak ada ketentuan secara khusus yang dia aturan dan perundang-
undangan.

ASZ2. Dalam kasus tertentu dari perikatas 5 impanan pada

umumnya tidak boleh kurang dari LifRe : i hir dari:
fiY laporan auditor atas laporandeliangan entitas & i itor atas
laporan keuangan konsolidasi itas dan ana

Ubungan dengan penyimpanan
dokumentasi perikatan mencakup pro di bawah ini yang memungkinkan
ketentuan dalam paragraf 47 dipenuhi sg iangka waktu penyimpanan:

faksesan atas dokumentasi
panan, khususnya  untuk
yang melandasinya mungkin

Memung
perikatan

an atas perubahan yang dilakukan
setelah kertas kerja perikatan telah

lain oleh ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku,
dokumentasi p tan merupakan milik KAF. KAF dengan pertimbangan
tertentu dapat menyediakan sebagian, atau mengekstrak, informasi tertentu
vang hberasal dari dokumentasi perikatan bagi klien, selama pengungkapan
tersebut tidak mengabaikan validitas dari peketjaan yang dilakukan, atau, dalam
perikatan asurans, independensi dari KAF atau personilnya.

Pemantauan

FPomamtauan Koh jakan dan Proscdur Pongondalian Mutu KAP (lihat paragraf 48).
AS5 Tujuan dari pemantauan kepatuhan terhadap kebijakan dan  prosedur

pengendalian mutu adalah untuk memberikan evaluasi atas:
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ABB.

AS57.

ASSH.

. Ketaatan terhadap standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan
vang berlaku:

. Adanya sistemn pengendalian muiu  yang telah dirancang dan
diimplementasikan secara efekiif: dan

. Adanya kebijgkan dan prosedur KAF yang telah diterapkan secara tepat
sehingga laporan yang telah diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan
sesuai dengan kondisinya.

Fertimbangan dan evaluasi atas sistem  pengendalian  muty  secara
terkelanjutan mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Analisis atas:

esi, serta ketentuan hukum
van, bagaimana standar
hijakan dan prosedur

L Ferkembangan terkini dalam standar
dan peraturan yang berlaku, dan ji
dan ketentuan tersebut tercerm

KAP;
L Konfirmasi tertulis atas keps kan dan prosedur
independensi;
L Fengembangan profesiBne . iban: dan
x Keputusan yang te tan dari

] Fenentuan tindakan perbaiks iarus dilakukan dan peningkatan
atas sistem pengendalian muft Masuk memberikan masukan atas
kebijakan dan prosedur KAF ye terkait dengan pendidikan dan

epat atas kelemahan yang
ian  mutu, yang mencakup

lus inspeksi mungkin, sebagai contoh, mengatur
aktu tiga tahun. Mekanisme pengelolaan siklus

Jumlah dan letak geografis kantor

Hasil dari prosedur pemantauan sebelumnya

Tingkat kewenangan yang dimiliki oleh kantor dan personilnya {sebagai
contoh, boleh tidaknya suatu kantor memiliki wewenang untuk melakukan
inspeksi sendiri atau hanya dapat dilakukan oleh kantor pusatnya).

L Sifat dan kerumitan dari praktik dan organisasi KAF.

L Risiko yang terkait dengan klien dan perikatan tertentu dari KAP.

Froses inspeksi mencakup pemilihan perikatan. Beberapa perikatan mungkin
saja dipilih tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada tim perikatan. Dalam
penentuan lingkup inspeksi, KAFP dapat mempertimbangkan ruang lingkup atau
kesimpulan dari program inspeksi yang dilakukan oleh pihak eksternal secara
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independen. Namun demikian, program inspeksi yang dilakukan oleh pihak
independen di luar KAF ftidak menggantikan program pemantauan yang
dilakukan oleh KAF secara internal.

A59 Dalam kasus KAF dengan jumlah personil terbatas, proses pemantauan
mungkin perlu dilakukan oleh individu yang bertanggung jawab atas rancangan
dan penerapan kehijakan dan prosedur pengendalian mutu KAP, atau pihak
vang mungkin terlibat dalam penelaahan pengendalian mutu perikatan. Suatu
KAF dengan jumlah personil yang terbatas dapat memilih untuk menggunakan
personil di luar KAP yang memenuhi ketentuan atau KAP lainnya yang ditunjuk
untuk melaksanakan inspeksi dan prosedur pemantauan lainnya terhadap suatu
perikatan. Sebagai alternatif, KAF dapat melakukan kesepakatan untuk berbagi
sumber daya dengan organisasi lainnya vang lepat di luar KAF  untuk
memfasilitasi aktifitas pemantauan.

Fongomunikasian Dofisicnsi (lihat paragraf 50).
ABO. Pelaporan atas defisiensi yang tEI’IdEﬂtIkaSI ke
perikatan yang relevan tidak perlu mg Ty |der1
spesifik pada perikatan tersebut, me
identifikasi diperlukan untuk memsf
the responsibilities) personil ters

ersonil selain rekan
tas hal-hal yang
t kazus dimana
disgharge of

kcluhan dan Dugaan (Allcgation

Sumber Keluhan dan Dugaan {lihat paragra
AB1. Keluhan dan dugaan (tidak termasuk k
tidak signifikan das tldak berdampak) mi
KAP. Keluhan & an tersebut mungk
atau pihak ket gluhan dan dugs
kepada anggota 1 il e

dan dugaan yang secara jelas

heggsal dari dalam atau luar
al dari personil KAP, klien
tersebut mungkin ditujukan
ainnya.

Jika diperlukan an yang melakukan penyeliaan atas investigasi dapat
melibatkan penasihat hukum.

AB3. Untuk kepraktisan, bagi KAF dengan jumlah rekan yang terbatas, rekan yang
kertanggung jawab atas penyeliaan investigasi dapat terlibat dalam perikatan.
KAF tersebut dapat menggunakan jasa personil di luar KAP yang memenuhi
ketentuan atau menggunakan KAP lainnya untuk melaksanakan invesligasi atas
keluhan dan dugaan.

Dokumentasi

AB4. Bentuk dan isi dari dokumentasi yang membuktikan berjalannya setiap unsur
dari sistem pengendalian mutu memeriukan pertimbangan dan bergantung pada
sejumlah faktor seperti:
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Sebagai

Ukuran KAP dan jumlah kantor
Sifat dan kerumitan dari praktik dan organisasi KAF.

contoh, KAF mungkin menggunakan basis data elekitronik untuk

mendokumentasikan hal-hal yang terkait dengan konfirmasi independensi, penilaiaan
kinetja, dan hasil dari pemantauan inspeksi.

ABS. Dokumentasi yang tepat yang terkait dengan pemantauan mencakup antara

lain:
a.

b

C.

Frosedur pemantauan, termasuk prosedur untuk memilih perikatan yang
telah selesai yang akan diinspeksi.
Catatan mengenai penilaian atas:

» Kelagtan terhadap standar profesi, a ketentuan hukum dan

peraturan yang berlaku;

» Adanya sistem pengendalian mulu elah dirancang dan
dimplementasikan secara efektif: da
Adanya kebijakan dan prosg ' iterapkan secars

pak dari
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